PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : W.7-502.HN.04.03 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PARALEGAL JUSTICE AWARD 2025 DAN

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DESA/KELURAHAN

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan

Mengingat

hukum masyarakat serta upaya memperluas akses layanan
bantuan hukum pada desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, maka akan dilaksanakan Kegiatan
Paralegal Justice Award 2025 dan Pembentukan Pos
Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan;

b. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pada
poin a, perlu dibentuk Tim Kerja Paralegal Justice Award
2025 dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)
Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5248);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam
Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM
KERJA  PARALEGAL JUSTICE AWARD 2025 DAN
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM)
DESA/KELURAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Menunjuk dan membentuk Tim Kerja Paralegal Justice Award 2025
dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum  (Posbankum)
Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Tim Kerja Paralegal Justice Award 2025 dan Pembentukan Pos
Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025, bertugas :

1. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah
daerah setempat berkaitan dengan proses sosialisasi dan
seleksi tingkat daerah Paralegal Justice Award 2025;

2. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan
pemerintah daerah setempat berkaitan dengan pembentukan
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan Sadar
Hukum yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Melaksanakan proses dan seleksi Paralegal Justice Award 2025
pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan pemerintah
daerah setempat;

4. Melaksanakan proses pembinaan dan pembentukan Pos
Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan Sadar Hukum
yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Program Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran
2025 Nomor  SP DIPA-135.11.2.693120/2025  tanggal
2 Desember 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,

‘#KUMHAMPASTI

HARUN SULIANTO

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan);
4. Kepala BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebagai laporan).
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LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Nomor 1 W.7-0502.HN.04.03 Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

TIM KERJA PARALEGAL JUSTICE AWARD 2025 DAN
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DESA/KELURAHAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggung Jawab Drs. Harun Sulianto, Bc.I.P., S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah
0878-0804-1965

Ketua : Dr. Rahmat Feri Pontoh, S.H., M.H.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum
0852-5653-3367

Sekretaris : Muhamat Ariyanto, S.H., M.H.
Penyuluh Hukum Ahli Muda
0853-5744-1442

Anggota : 1. Ferry Yulianto, S.H., M.H.
Penyuluh Hukum Ahli Madya
0813-8471-8872

2. Sudihastuti, S.H., M.H.
Penyuluh Hukum Ahli Muda
0852-6767-6669

3. Rizki Amalia, S.E., M.H.
Penyuluh Hukum Ahli Muda
0822-7814-3914

4. Dwi Septarini, S.E.
Penyuluh Hukum Ahli Muda
0822-8226-8128

5. Sofian, S.H.I.
Penyuluh Hukum Ahli Muda
0852-7367-5380

6. Hanjani, S.IP.

Penyusun Bahan Bantuan Hukum
0852-7681-8000
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7. Defta Fahrun Setiady, S.H.
Analis Hukum Ahli Pertama
0895-6406-33637

8. Fajar Husein, S.H.
Penyuluh Hukum Ahli Pertama

0851-6165-9200

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,

‘#KU MHAMPASTI

HARUN SULIANTO
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